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BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG
KONTRAK DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM BISNIS

ABSTRAK
Aprianti

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih secara
tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar untuk menjalankan suati bisnis. Kontrak
yang akan dibuat agar sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
harus memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata. Suatu kontrak sering kali
terjadi sengketa yang perlu penyelesaian, sehingga penulis tertarik mengambil
judul skripsi ini tentang Penyelesaian Sengketa Kontrak di Tinjau Drai Aspek
Hukum Bisnis. Adapun permasalahannya, pertama Bagaimanakah bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa di bidang kontrak di tinjau dari aspek hukum bisnis dan
Mengapa Arbitrase Merupakan Alternatif dalam penyelesaian sengketa di bidang
kontrak di tinjau dari aspek hukum bisnis.
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara
konten analisis terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikontruksikan dalam -
suatu kesimpulan. Menurut hasil perelitian bahwa :
1. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak Di Tinjau Dari
Aspek Hukum Bisnis
Apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi
lima cara, yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli.
Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu the
binding adjudicative procedure yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa
yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk
penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, vaitu Litigasi,
Arbitrase, Mediasi-Arbitrase, Hakim Partikelir. Dan the nonbinding
adjudicative procedure, yaitu suaiu proses penyelesaian sengketa yang di
dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat
para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam
macam, yaitu Konsiliasi, Mediasi, Mini-Trial, Summary Jury Trial, Neutral
Expert Fact-Finding, dan Early Expert Neutral Evaluation
2. ArbitraseMerupakanAlternatifDalamPenyelesaianSengketa Di BidangKontrak
Di Tinjau Dari AspekHukumBisnis
Dasar pertimbangan dipillihnya arbitrase adalah Ketidakpercayaan para pihak
pada Pengadilan Negeri, Proses Cepat, Dilakukan secara rahasia, Bebas
meaailih wbiter, Diselesaikan oleh ahlinya (experf), Merupakan putusan akhir
(final) dan mengikat (binding), Biaya lebih murah, Bebas memilih hukum
yang diberlakukan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam menjalankan bisnis, seringkali orang melupakan betapa
pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di
kemudian hari. Kita ketahui bahwa budaya (culture) tiap bangsa dalam
menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa senang berbinis
dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang
senang dengan cara tertulis. Namun kecendrungan sekarang ini, baik di Indonesia
mauupun dunia internasional, kerjasama bisnis diantara pihak/bangsa dirasakan
lebih mempunyai kepastian hukum bisa diadakan dengan suatu kontrak secara
tertulis.

Sebelum kontrak di buat, biasanya akan didahului dengan suatu
pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya
(negosiasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang
terjadi, sehingga kontrak yang akan di tandatangani telah betul-betul matang
(lengkap dan jelas).'

Sekalipun demikian selengkap-lengkapnya suatu kontrak (perjanjian),
~ selalu saja ada kekurangan-kekurangan di sana sini, barangkali benar bila ada

ungkapan yang berkata, nebody is perfect (tidak ada seorang pun yang

! Richard Burton Simatupang, Asoek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
h.27.



sempurna)’. Demikian pula halnya dengan si pembuat kontrak, selalu ada pihak-
pihak yang tidak beritikad baik, tegoeder trouw, yang mengakibatkan terjadinya
sengketa para pihak yang membuat kontrak.

Dengan adanya sengketa dalam bisnis tentunya harus diselesaikan dengan
segera, agar bisnis yang telah berjulan tidak mengalami kerugian besar. Menurut
jalur hukum, ada 2 (dua) kemungkinan/cara yang dapat ditempuh untuk
menyelesaikannya, yaitu pertama, jalur pengadilan dan kedua jalur arbitrase
(perwasitan).” Namun ada pula yang menambahkan cara penyelesaian sengketa
dengan cara yang ketiga yaitu melalui jalur negosiasi (perundingan).*

Sebagaimana lazimnya dadalam pembuatansuatu kontrak tentunya akan
dimulai dengan hal-hal yang bersifat fundamental. Para pihﬁk biasanya akan
melakukan pembicaraan satu sama lain. Misalnya seorang pengusaha lokal
dengan mitra usahanya (baik pihak asing maupun pihak iokal). Pembicaraan-
pembicaraan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin
untuk menampung hal apa saja yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak.

Sebuah kontark mestinya dibuat secara detail dan komprehensif, dan tidak
mengandung perumusan-perumusan yang mengundang keraguan. Sebab kalau
umpamanya dalam suatu kontrak tidak secara jelas didefinisikan sesuatu yang
dimaksud, bisa jadi akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Jika ingin
melakukan jojnt venture dengan mitra usaha asing untuk mendirikan sebuah
pabrik, perlu diperhatikan pihak mana yang nantinya akan menguasai perusahaan.
Karena kadang-kadang pihak asing menguasai perusahaan tersebut sampai 80 %

2 Ibid, h.28.
? Ibid, h.33
4 bid, h.33



dan pihak lokal hanya 20 %. Hal ini misalnya bisa berakibat pihak asinglah yang
memasukkan presiden direktur perusahaan atau finance director. Bahkan bisa jadi
mereka (pihak asing) yang akan mengimpor bahan baku produksi sampai kepada
masalah pemasarannya.

Bila kita lihat sebuah kontrak, baik yang bertaraf nasional maupun yang
bertaraf internasional, lazimnya akan dicantumkan aspek pemecahan masalah
(dispute resolution). Karena bagaimanapun bagusnya sebuah kontrak tidak bisa
dijamin akan terhindar dari adanya sengketa pada masa-masa mendatang.
Permasalahan dapat timbul karena biasanya pihak asing enggan menggunakan
hukum Indonesia, sebab khawatir akan dirugikan kalau memilih pengadilan
(litigasi) di Indonesia.

Permasalaban lain dalam sebuah kontrak yang harus dibahas adalah jika
sebuah kontrak telah dirumuskan dengan konsep standar’. Konsep standar pihak
asing maupun konsep standar pihak lokal berbeda, sehingga perlu dilakukan
pembahasan bersama. Dalam sebuah kontrak standar, secara umum pasti memiliki
standar yang sama, yaitu adanya judul kontrak (heading), subjek dan objek,
domisili, tujuan pembuatan kontrak, dan susunan pengurus.

Dalam praktek, kebanyakan keberatan timbul dari salah satu pihak atas isi
kontrak yang menyangkut susunan pengurus perusahaan, seperti presiden direktur
dan direktur-direkturnya, tetapi bisa juga karena masalah keuangannya.
Permasalahn-permasalahan lain yang cukup penting adalah penggunaan bahasa

hukum yang harus baik dan benar, serta mudah dipahami kalangan non-hukum,

* Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
2003, h.15.



baik penggunaan dalam Bahasa Inggris maupun penggunaan dalam bahasa
Indonesia, yang sebisa mungkin harus dihindari kesan bahasa yang complicated
dan membingungkan.

Perlu kiranya direnuagkan apa yang dikemukakan oleh salah seorang
pakar hukum bisnis, DR. Prajudi Atmosudirjdo, saat mengadakan Seminar
Lokakarya Buisness Law. Beliau mengemukakan betapa pentingnya memahami
kontrak dalam suatu bisnis. Sebab banyak BUMN yang mengalami kerugian
miliaran rupiah dari kesepakatan kontrak kerja sama yang dilakukan, akibat para
pemimpinnya tidak memmahami seluk beluk kontrak dalam bisnis.

Dari permasalahn-permasalahan tersebut diatas maka saya tertarik untuk
| memilih judul skripsi yaitu “ Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Bidang

Kontrak Di Tinjau Dari Aspek Hukum Bisnis”.

B. Permasalahan
Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di bidang kontrak di
tinjau dari aspek hukum bisnis ?
2. Mengapa Arbitrase Merupakan Alternatif dalam penyelesaian sengketa di

bidang kontrak di tinjau dari aspek hukum bisnis ?



C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup
permasalahan mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di bidang kontrak
di tinjau dari aspek hukum bisnis dan penyelesaian sengketa di bidang kontrak di
tinjau dari aspek hukum bisnis.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk-
bentuk penyelesaian sengketa di bidang kontrak di tinjau dari aspek hukum bisnis

dan penyelesaian sengketa di bidang kontrak di tinjau dari aspek hukum bisnis.

D. Definisi Operasional

1. Penyelesaian sengketa kontrak adalah pertentangan atau konflik antara
individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam
menginginkan suatu objek yang sama. (Kamus Bahasa Indonesia)

2. Alternatif penyelesaian sengketa adalah pemilihan dalam penyelesaian
sengketa (Kamus Bahasa Indonesia)

3. Kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313
KUHPerdaat)

E. Metode Penelitian
penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan.



Teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sebagai berikut ;
1. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang ada sangkut
pautnya dengan permasalahan
2. Bahan hukum sekunder, yakni literature, pendapat-pendapat para ahli yang
termuat dalam berbagai media dan hasil peneiitian
3. Bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain
Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara content
analisys terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikontruksi dalam suatu

kesimpulan

F. Sistematika Penulisan
Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai

penyusunan laporan skirpsi, berikut sistematika dan alur pembahasan yang terbagi

dalam :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka yang meliputi tentang Pengertian Hukum

Kontrak, Syarat-syarat Sahnya Terjadi Kontrak, Bentuk-bentuk
Kontrak, Penyusunan, Struktur dan Anatomi Kontrak, Berakhimya
Kontrak

BAB Il Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di bidang kontrak di tinjan



BAB IV

dari aspek hukum bisnis dan Arbitrase Merupakan Alternatif dalam
penyelesaian sengketa di bidang kontrak di tinjau dari aspek hukum
bisnis

Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang
kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya

memberikan sumbangan pikiran



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contracts. Sedangkan
dalam bahasa Belanda dengan overeenkomst (perjanjian).

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal
1313 KUH Perdata berbunyi: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah :
1. tidak jelﬁs, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
2. tidak tampak asas konsensualisme
3. bersifat dualisme

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya
disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukumpun disebut dengan
perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin.
Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah®

"Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

hukum”.

¢ Ibid, h.25.



Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya
akibat hukum (tumbub/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian,
menu.ut teori lama adalah sebagai berikut’ :

1. adanyz perbuatan hukum

2. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang

3. persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan

4. perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih

5. pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung
satu sama lain

6. kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum

7. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau
timbal balik

8. persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan
dengan perjanjian adalah®

”suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Teori batu tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga
harus dlihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap
dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu :

1. Tahap pracontractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan.

” Ibid, h. 26.
* Dunne, Van, Hukum Per) mjian, diterjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan kerjasama
IImu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987, h. 65
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2. Tahap contantual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para

pihak

Tahap post contravtual yaitu pelaksanaan perjanjian

Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan contract is:

An agreement between two or more persons not merely a shared belief, butt
common understanding as to something that is to be done in the future by one
or bot of them (Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, 1993:2). Artinya
kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya
memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk
melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari
mereka.

Pendapat ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi ia juga

menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut

kontrak. Ada tiga unsur kontrak yaitu :

L.

The agreement fact between the parties (adanya keseppakatan tentang fakta
antara kedua belah pihak)

The agreement as written (persetujuan dibuat secara tertulis)

The set of rights and duties created by (1) and (2) (adanya orang yang berhak
dan berkewajiban untuk membuat : (1) kesepakatan dan (2) persetujuan
tertulis).

Di dalam Black’s Law Dictionary, yang diartikan dengan contract adalah An
agreement between two or more person which creates on obligation to do or

not to do particular thing. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara
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dua orang atau lebih dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. (Black’s Law
Dictionary, 1979:291).

Inti definisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary bahwa kontrak
dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik
melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Satu hal yang kurang dari berbagai definisi kontrak yang dipaparkan

diatas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak hanya semata-mata orang
perorangan semata-mata. Tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang perorang
yang membuat kontrak termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek
hukum. Dengan demikian, definiisi itu, perlu ﬁlenMi dan disempurnakan.
Menurut penulis bahwa kontak atau perjanjian adalah :
“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang
lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas
prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk
melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Unsur-unsur yang tercantum definisi yang terkahir ini adalah sebagai
berikut :

1. Adanya hubungan hukum.
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum.
Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban
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3. Adanya prestasi
Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat
sesuatu.

4. Dibidang harta kekayaan

B. Syarat-syarat Sahnya Terjadi Kontrak

Sebelum bisnis berjalan,biasanya akan dibuat kontrak atau perjanjian
secara tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar jalannya bisnis yang akan
dilaksanakan. Dalam setiap kontrak yang dibuat, tidak bisa tidak, terlebih dahulu
harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar kontrak yang akan atau telah
dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun syarat-syarat sahnya kontrak tersebut adalah sebagai berikut:’

1) adanya kata sepakat diantara par pihak;
2) adanya kecakapan tertentu;

3) adanya suatu hal tertebtu;

4) adanya suatu sebab yang halal;

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai
syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subjeknya atau
orang-orangnya yang mengadakan kontrak (perjanjian). Sedangkan syarat
mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan sebagai syarat-
syarat objekiif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai objek perjanjian dari
perbuatan hukum yang dilakukan.

® Salim, Op Cit, h. 28.
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Adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian setuju atau seia-sekata menenai hal-hal yang pokok dari
kontrak. Bila A .nenghendaki sesuatu, tentu B juga menyetujui apa yang
dikehendaki oleh A. Dengan perkataan lain, mereka saling menghendaki sesuatu
yang sama secara timbal balik.

Dalam kontrak juga dipenuhi syarat bahwa mereka yang mengadakannya
haruslah cakap menurut hukum. Apa yang dimaksud dengan cakap menurut
hukum pada asasnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan
sehat pikirannya. Ketentuan mengenai seseorang yang sudah dewasa dampaknya
berbeda menurut ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya.

Menurut kitab undang-undanh hukum perdata (KUH Perdata), seseorang
sudah dikatakan dewasa adalah saat berusia 2i tahun bagi laki-laki dan 19 tahu
bagi wanita. Sedangkan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, kedewasaan seseorang adalah saat berusia 19 tahun bagi laki-laki,
dan 16 tahun bagi wanita.

Acuan hukum yang dapat kita pakai adalah KUH Perdata, karena
ketentuan ini masih berlaku secara umum. Sedagkan ketentuan lainnya hanya
berlaku secara khusus. Hal ini tidak berarti asas flex specialis derogat lex generalis
menjadi tidak berlaku. Sebab yang dimaksudkan disini adalah kedewasaan dalam
arti umum. \
Dalam KUHPerdata juga disebutkan adanya 3 (tiga) kelompok orang yang

tergolonh tidak cakap untuk bertindak didalam hukum. Orang-orang yang masuk
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dalam kelompok ini adalah seperti yang dimaksud dalam pasal 1330 KUHPerdata,

yaitu:

a. orang-orang yang belum dewasa;

b. orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan

c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang diyeyapkan undang-undang, dan
semua orang kepeda siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Pentingnya arti kecakapan menurut hukum tentunya mempunyai 2 (dua)
maksud, yaitu perfama, maksud yang dilihat dari sudut rasa keadilan. Yaitu
perlunya orang yang membuat perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk
menginsyafi secara benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan
tersebut. Dan kedua, maksud yang dilihat dari ketertiban hukum, yang berarti
orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya. Artinya
orang tersebut harus seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat atas
harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tentunya tidak mampu menginsyafi
tanggung jawab yang harus dipikulnya. Demikian pula dengan orang-orang yang
ditaruh di bawah pengampunan, kedudukannya sama dengan orang yang belum
dewasa (walaupun kenyataannya sudah dewasa). Khusus untuk golongan keriga,
orang-orang perempuan yang telah bersuami, kenyataannya sekarang ini dalam
praktek sudah tidak berlaku lagi.

Hal ini dapat dilihat dari sikap Mahkamah Agung (MA) dengan Surat
Edaran Nomor 03/1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang di tujukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang menjelaskan
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bahwa Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk
melakukan perbuatan hukumdan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin dan
bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Mengenai syarat ketiga, suatu hal tertentu, artinya apa yang telah di
perjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang
cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban
siterutang jika terjadi sengketa. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian
paling sedikit harus ditetukan jenisnya. Sedangkan mengenai barang yang
diperjanjikan itu harus ada atau sudah ada ditang si terutang pada waktu perjanjian
dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

Selanjutnya mengenai syarat keempat yang mengharuskan a@ya suatu
sebab yang halal, dimaksudkan tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Menurut
pasal1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab (causa)
yang halal atau dibuat dengan causa yang palsu atau teriarang, tidak mempunyai
kekutan hukum. Adapun causa yang tidak diperbolehkan ialah causa yang
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hal tidak dipenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi
hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak
pernah ada suatu perjanjian. Tujuan para pihak untuk melahirkan suatu perjanjian
adalah gagal.

Sedangkan dalam hal ini tidak dipenuhinya syarat subjektif, perjaniian
bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta

supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah
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pihak yang cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.
Dengan perkataan lain, perjanjian yang dibuat tetap memikat selama tidak
dibatalkan cleh hakim atau atas permintaan pihak yang burhak meminta

pembatalan.

C. Bentuk-bentuk Kontrak
Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan
lisan'’. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam
bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dalam wujud lisan (Cukup kesepakatan para pihak).
Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :
1. Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian,
tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain,
jika perjanjian tersebut disangka pihak ketiga maka para pihak atau salah satu
pihak dari perjanjian itu berkwajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan
untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar
dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut

tidak lah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak

" Juwana Hikmahanto, Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, h. 112.
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mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun pihak yang menyangkal itu
adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalnnya.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.
Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang
berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat,
PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna
bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu :

a. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan
perjanjian tertentu

b. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tetulis di dalam perjanjian
adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak

c. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika
ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi
perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notariel merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu
pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di
Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan
kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di
suatu pengadilan maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta
notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian
tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui

oleh para pihak, pembuktian mana sangat berat.
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Di dalam hukum kontrak Amerika, kontrak menurut bentuknya dibagi
menjadi dua macam yaitu :
:. informal contract, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk yang lazim atau
informal.
2. formal contract, yaitu perjanjian yang memerlukan bbentuk atau cara-cara
tertentu. formal contract dibagi menjadi tiga jenis yaitu :
a. contract underseal, yaitu kontrak dalam bentuk akta autentik.
b. Recognizance, yaitu acknowledgement atau pengakuan dimuka sidang
pengadilan
c. Negotiable instrument,yaitu berita acar negosiasi.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk kontrak didalam hukum

kontrak Amerika dapat digolongkan dalam kontrak informal dan formal.

D. Penyusunan, Struktur dan Anatomi Kontrak
Setiap akta/perjanjian suatu kontrak, baik yang dibuat dibawah tangan
maupun akta otentik biasanya akan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut'' :
a. Judul
b. Kepala
c. Komparisi
d. Sebab/dasar
e. Syarat-syarat
f. Penutup

" Ibid, h. 87.
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g. Tanda tangan

Untuk memudahkan melihat masing-masing anatomi dari suatu kontrak,

dapat dilihat contoh sebuah kontrak tentang sewa menyewa rumah seperti di

bawah ini :

KONTRAK SEWA MENYEWA RUMAH

Pada hari ini, Senin tanggal 1 Januari 1990 di Jakarta :

1.

Tuan Ai Hamid, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, JI. Nanas No. 2
RT.11 RW.01 Cipinang Muara; selanjutnya disebut juga Pihak Pertama.

Tuan Slamet Suge, swasta, bertempat tinggal di Banyumas, Jawa Tengah, JL.
Bawal Merah No. 6; selanjutnya disebut juga Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari : ........ccoccooivinniinieceiceeee.

Satu unit rumah tinggal berdinding tembok, berlantai teraso, beratap genteng,
luas bangunan 170 m?, lebar 10 m, panjang 17 m, berdiri diatas tanah hak
Pihak pertama, terletak didaerah Khusus Ibukota Jakarta Barat, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kelurahan Jatipulo, setempat terkenal sebagai persil Jalan
Dahlia No. 1; pemilikan mana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta
Barat No. Xx tgl. 1 Maret 1977.

Bahwa Pihak pertama dengan akta ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang
menerangkan telah menyewa dari Pihak Pertama satu unit rumah yang
dimaksud diatas, berikut segala fasilitasnya antara lain listrik dari PLN sebesar
2200 Watt, pompa air listrik, telepon No. 1234567.

Bahwa mengenai kontrak sewa menyewa ini oleh Pihak Pertama dan Pihak

Kedua setuju diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
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Pasal 1
Kontrak sewa menyewa ini dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,
terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 sehingga berakhir pada tanggal -8
Februari 1991.
Setelah habis waktu 1 (satu) tahun tersebut Pihak kedua berhak menyewa
kembali rumah yang disewakan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan
yang dimuat dalam akta ini, tetapi dengan uang sewa yang akan ditetapkan
oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua.

Pasal 2
Uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu tahun
masa sewa seperti dimaksud dalam Pasal l,jum}z;h uang mana akan diterima
oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat akta ini di tanda tangani,
sehingga akta ini berlaku pula sebagai kuitansi yang sah untuk penerimaan
uang dimaksud.

Pasal 3
Pihak Pertama menjamin, bahwa selama perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua
tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapa pun juga yang
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhat atas apa yang

Pasal 4
Pihak Kedua dengan tegas tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi apa
yang disewakan dengan akta ini kepada orang lain/ badan lain baik sebagian

maupun seluruhnya.
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Pihak Kedua dengan tegas dilarang untuk mendapatkan surat izin pperumahan
atau sejenis itu untuk rumah tersebut.

Pasal5
Apa yang disewakan dengan akta ini hanya boleh digunakan oleh Pihak Kedua
menurut peruntukannya, yaitu sebagai rumah tinggal, bukan sebagai tempat
usaha/dagang.

Pasal 6
Pihak Kedua wajib memelihara apa yang disewa dengan akta ini dengan
sebaik-baiknya atas biaya Pihak kedua.
Bilamana perjanjian sewa-menyewa ini oleh sebab apapun berkahir, maka
Pihak Kedua wﬁjib mengembalikan apa yang disewakan dengan akta ini
dalam keadaan terpelihara baik.

Pasal 7
Pihak Kedua wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang wajib, khusus
dibidang kesusilaan/ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai apa
yang disewakan dengan akta ini, dan Pihak Kedua menjamin bahwa mengenai
hal ini Pihak pertama tidak akan mendapat teguran atau tuntutan apapun.

Pasal 8
Biaya pemeliharaan dan perbaikan pompa air, listrik dan telepon demikian
juga perbaikan seperti bocor dan kerusakan pada pintu, jendela, kaca dan
pengecatan dipikul dan di bayar oleh Pihak Kedua selama masa persewaan ini,
sedang segala pajak yang berkenaan dengan tanah dan rumah tersebut akan

dibayar oleh Pihak Pertama.
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Pasal 9
Kecuali untuk perbaikan kecil dan perawatan, maka untuk tiap-tiap perubahan
dan tambauan pada bangunan dan perkarangan rumah yang disewakan dengan
akta ini, Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari
Pihak Pertama, walau bagaimanapun segala perubahan dan perbaikan adalah
menjadi milik Pihak Pertama.

Pasal 10
Kerusakan-kerusakan besar, yang tidak termasuk pemeliharaan biasa,
diantaranya tetapi tidak terbatas karena kesalahan-kesalahan konstruksi,
kebakaran, pekerjaan-pekerjaan lain yang diharuskan oleh pemerintah harus
diperbaiki dan diselesaikan selekas mungkin oleh dan atas biaya Pihak
Pertame.
Bilamana atas teguran pertama Pihak kedua, Pihak Pertama tidak
melakukannya, maka Pihak Kedua berhak untuk melakukan perbaikan-
perbaikan yang diperlukan dan biayanya tetap harus dipikul oleh Pihak
pertama, bilamana perlu diperhitungkan dengan perpanjangan waktu sewa.

Pasal 11
Bilamana selama dilakukan perbaikan-perbaikan seperti dimaksud dalam
Pasal 10, Pihak Kedua tidak dapat menempati rumah yang disewakan dengan
akta ini, maka jangka wakty perbaikan-perbaikan tersebut diperhitungkan
dengan perpanjangan waktu selama Pihak Kedua tidak dapat menempati
rumah tersebut.



23

Pasal 12
Bilamana Pihak Kedua tidak bermaksud meneruskan persewaan dan karena itu
Pihak Pertama tidak menggunakan haknya seperti dimaksud dalam Pasal 1,
maka dalam waktu 3 bulan sebbelum persewaan berakhir Pihak Kedua wajib
memberi keleluasaan kepada orang yang dengan persetujuan Pihak Pertama
atau kauasanya memasuki ruangan-ruangan dan melihat bagian-bagian rumah
dan tanah yang disewakan berdasarkan akta iini dan memeriksa keadaannya.
Pasal 13
Selambat-lambatnya 7 hari setelah masa sewa dimaksud dalam Pasal 1
berakhir, menjadi paling lama pada tanggal 7 Maret 1991, Pihak Kedua wajib
menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan terpelihara baik dan kosong
seluruhnya.
Apabila lewat waktu tujuh hari dimaksud, Pihak Kedua belum menyerahkan
kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan memberi kuasa yang tidak
dapat dicabut dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang disebut dalam Pasal
1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Pihak Pertama untuk
mengambil rumah tersebut dalam keadaan kosong seluruhnya dan
mengeluarkan barang-barang Pihak kedua dari dalam rumah tersebut dan
menempatkannya di tempat yang ditentukan sendiri oleh Pihak Pertama, kalau
perlu dengan bantuan polisi, segala sesuatunya atas biaya Pihak Kedua.
Dalam hal teriadi keadaan/tindakan tersebutt diatas, Pihak Kedua tidak dapat

menuntut ganti rugi berupa apapun juga dari Pihak Pertama.
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Pasal 14

Selambat-lambatnya 7 hari sebelum penyerahan rumah sebagai dimaksud

dalam Pasal 13, Pihak Kedua wajib :

a. menyerahkan kepada Pihak Pertama kuitansi pembayarab listrik dan
telepon untuk tiga bulan terakhir terhitung dari tanggal selesainya masa
sewa seperti di maksud dalam Pasal 1

b. menyerahkan kepada pihak pertama uang sebesar rata-rata pembayaran
tiap bulan dari tiga bulan terakhir rekening listrik dan telepon, yang mana
akan dipergunakan untuk pembayaran listrik dan tellepon yang sudah
terpakai oleh Pihak Kedua.

Apabila ternyate kemudian rekening listrik dan telepon melibihi uang yang

dimaksud dalam huruf b iatas, maka kekurangarnya wajib di bayar lebih

dahulu oleh Pihak Pertama, maka Pihak kedua wajib membayarnya sekaligus
lunas selambat-lambatnya 7 ari setelah ditagih oleh pihak pertama.
Pasal 15

Jika karena kelalaian/kesengajaan Pihak Kedua listrik atau telepon diputus

oleh yang berwenang, maka biaya pemasangannya kembali wajib dibayar oleh

Pihak Kedua dan kalau ada tunggakan biaya listrik dan telepon juga wajib

dibayar Pihak Kedua.

Pasal 16
Mengenai akta ini dan pelaksanaannya, para pihak memilih domisili di Kantor

Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta
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- Demikian akta ini dibuat rangkap dua dan masing-masing diberi materai Rp.

2000,- dengan kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Ali Hamid Slamet Sugeng
Saksi-saksi
1. Tuan Markus
2. Tuan Budiman Simamora

Sekarang kita lihat kembali anatomi dai isi kontrak idatas. Judul kontrak
diatas berbunyi Kontrak Sewa Mérryewa Rumah. Sedangkan kepala akta adalah
tulisan yang berbunyi ”Pada hari ini, Senin Tanggal 1 Jauari 1990 di Jakarta”.

Bagian yang disebut komparasi atau para pihak adalah penyebutan para
pihak dalam akta, yaitu mulai dari nomor 1 Tuan Ai Hamid sampai dengan nomor
2 Tuan Slamet Sugeng. Dalam komparasi bisa saja disebut lebih dari dua orang,
yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang akan membuat akta
dimaksud.

Sebab atau dasar dalam suatu akta harus jelas disebutkan. Hal ini perlu kita
ingat kembali bahwa dalam teori hukum perjanjian salah satu syarat supaya sah
suatu perjanjian adalah adanya sebab/dasar agar perjanjian itu halal (tidak
bertentangan dengan hukumdan kesusilaan). Singkatnya dalam suatu perjanjian
harus disebutkan dasar yang menunjukkan identitas barang, dasar pemilikannya,

kemudian disusul dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam contoh akkta
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diatas, dimulai dengan kata “bahwa pihak pertama adalah pemilik dari satu unit
rumah tinggal......” dan seterusnya sampai kalimat akhir sebelum dimulai Pasal 1.

Mengenai syarat-syacat dalam suatu akta perjanjian dapat dibagi atas tiga
syarat yaitu :

1. Syarat Esensialia
2. Syarat Naturalia
3. Syarat Aksidentalia

Syarat esensialia adalah syarat yang harus ada dalam perjanjian, kalau
syarat ini tidak ada, maka perjanjian tersebut cacat (tidak sempurna). Artinya tidak
mengikat para pihak. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa diatas, syarat
es;ansialianya adalah syarat tentang barang dan harga sewa. Kalau dengan akta
tidak dirumuskan barangnya, artinya tidak ada yang disewakan, maka tidak ada
perjanjian sewa menyewa. Demikian pula jika dirumuskan barangnya tetapi tidak
ada harga sewa, maka tetap tidak ada perjanjian sewa menyewa.

Mengenai syarat naturalia adalah syarat yang biasa di cantumkan dalam
perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, maka perjanjian tidak akan cacat tetapi
sah. Syarat naturalia mengenai suatu perjanjian terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan kebiasaan. Oleh sebab itu, kalau para pihak tidak
mengatur syarat naturalia dalam perjanjian, maka yang berlaku ialah yang diatur
dalam perundang-undangan atau kebiasaan. Tanpa ada syarat naturalia dalam
perjanjian, perjanjian itu tetap sah dan tidak cacat.

Sedangkan mengenai syarat aksidentalia adalah merupakan syarat yang
bersiffat khusus. Syarat aksidentalia ini biasanya tidak mutlak dan tidak biasa,
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ttetapi apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat dalam akta
bisa dicantumkan dalam akta. Dalam contoh kontrak diatas, syarat aksidentalia
misalnya dapat dilihat pasa Pasal 14 san pasal 15.

Selanjutnya penutup suatu akta dibawah tangan akan dimulai dengan
kalimat : ” Demikianlah akta ini dibuat.......... ”, sedangkan akta notaris dimulai
dengan kalimat "Demikianlah akta ini dibuat dalam minuta.......”

Yang terakhir yang harus ada dalam suatu akta adalah adanya tanda tangan
dari para pihak beserta saksi-saksinya. Dengan mebubuhkan tanda tangan berarrti
para pihak telah menyetujui atau mengikatkan dirinya dalam kontrak dan akan

melaksanakan kontrak yang telah dibuat.

E. Berakhirnya Kontrak

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak
yang dbuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal.
Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan
debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal
disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bbisa
jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan alin-lain.

Di dalam Rancangan Undang-undang Kontrak telah ditentukan tentang
berakhirnya kontrak. Pengakhiran kontrak dalam rancangan itu diatur dalam Pasal
7.3.1 sampai dengan Pasal 7.3.5. Ada lima hal yang diatur dalam pasal tersebut,
yaitu :

1. hak untuk mengakhiri kontrak
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2. pemberitahuan pengakhiran

3. ketidakpelaksanaan yang sudah di antisipasi

4. jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut

5. pengaruh dari pengakhiran secara umum.

Hak untuk mengakhiri kontrak diatur dalam Pasal 7.3.1 yang berbunyi :
“Suatu pihak dapat mengakhiri kontrak tersebut dimana kegagalan untuk
melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada
tingkat ketidakpelaksanaan yang mendasar (Pasal 7.3.1 ayat (1))”

Hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kegagalan dalam
melaksanakan suatu kewajiban pada tingkat ketidakpelasanaan yang mendasar,
yaitu :

1. ketidakpelaksanaan tersebut pada prinsipnya telah menghilangkan hak dari
pihak yang dirugikan untuk mengharapkan apa yang menjadi haknya sesuai
dengan kontrak tersebut, kecuali pihak lainnya tidak menduga atau tidakdapat
menduga secara layak hasil semacam itu.

2. kesesuaian yang sangat ketat dengan kewajiban yang tidak dilaksanakan
adalah penting sesuai dengan kontrak tersebut

3. ketidakpelaksanaan tersebut telah dilakukan secara sengaja atau karena
kecerobohan

4. ketidakpelaksanaan tersebut memberikan kepada pihak yang dirugikan alasan
untuk percaya bahwa pihak tersebut tidak dapat menynadarkan diri pada
pelaksanaan di masa yang akan datang dari pihak lainnya.
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5. pihak yang tidak dapat melaksanakan tersebut akan menderita kerugian yang
tidak proporsional sebagai persiapan dari pelaksanaan apabila kontrak diakhiri
(Pasal 7.3.1 Rancangan Undang-undai.g Kontrak)

Setiap kontrak yang akan diakhiri olch salah satu pihak maka ia harus
memberitahukannya kepada pihak lainnya (Pasal 7.3.2 Rancangan Undang-
undang Kontrak).

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga
diatur secara rinci teantang berakhirnya perjanjian internasional. Ada delapan cara
berakhimya perjanjian internasional, yaitu :

1. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam
perjanjian |

2. tujuan perjanjian telah tercapai

3. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian

4. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian

5. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama

6. muncul-muncul norma-norma baru dalam hukum internasional

7. objek perjanjian hilang

8. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 18 Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

Disamping kedelapan cara berakhirnya perjanjian internasional tersebut, di
dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 ditentukan berakhirnya
perjanjian sebelum jangka waktunya. Didalam pasal itu disebutkan bahwa :

“Perjanjian internasional berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan
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para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi
bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhimya
perjanjiaa tersebut”. Pasal ini memberikan perlindungan kepada negara peminjam
atau pihak swasta bahwa perjanjian yang berakhir sebelum waktunya tidak
mempengaruhi dalam penyelesaiain setiap pengaturan yang menjadi bagian
perjanjian dan belum dilaksanakan.

Disamping itu, dalam KUH Perdata juga telah diatur tenatng berakhirnya
perikatan. Berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Cara
berakhirnya perikatan dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu : (1) pembayaran (2)
konsignasi, (3) novasi (pembaruan utang), (4) kompensasi, (5) konfusio
(percampuran utang), (6) pembebasan utang, (7) musanahnya barang terutang, (2)
kebatalan atau pembatalan, (9) berlaku syarat batal, (10) daluwarsa (Pasal 1381
KUH Perdata).

Kesepuluh cara berakhirnya perikatan tersebut tidak disebutkan, mana
perikatan yang berakhir karena perjanjian dan Undang-undang. Sebab untuk
mengklasifikasikannya diperlukan sebuah pengkajian yang teliti dan seksama.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang
berakhirnya perikatan maka kesepuluh cara itu dapat di golongkan menjadi dua
macam Yyaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Yang
termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah (1) konsignasi, (2)
musnahnya barang terutang, (3) daluwarsa. Sedangkan berakhimya peikatan

karena perjanjian di bagi menjadi tujuh macam yaitu (1) pembayaran, (2) novasi
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(pembaruan utang), (3) kompensasi, (4) konfusio (percampuran utang), (5)

pembebasan utang, (6) kebatalan dan pembatalan, (7) berlaku syarat batal.
Disamping ketujuh cara tersebut, dalam praktik dikenal pula cara

berakhhirnya kontrak yaitu :

1. jangka waktunya berakhir

2. dilaksanakan objek perjanjian

3. kesepakatan kedua belah pihak

4. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak

5. adanya putusan pengadilan
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berakhinya kontrak dapat

digolongkan menjadi dua belas macam yaifu :

1. pembayaran

2. novasi (pembaruan utang)

3. kompensasi

4. konfusio (percampuran utang)

5. pembebasan utang

6. kebatalan atau pembatalan

7. berlaku syarat batal

8. jangka waktu kontrak telah berkahir

9. dilaksanakan objek perjanjian

10. kesepakatan kedua belah pihak

11. pemmutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak

12.. adanya putusan pengadilan
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PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak Di Tinjau
Dari Aspek Hukum Bisnis

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus
dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun dalam kenyataannya
kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalannya kini, bagaimanakah
cara penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak? pola penyelesaian
sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) melalui pengadilan, dan (2)
alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian
sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan.
Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif
Penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian
ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa). Apabila mengacu ketentuan Pasal
1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian
sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu

1. Konsultasi,

2. Negosiasi,

3. Mediasi,

32
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4. Konsiliasi, atau

5. Penilaian ahli.

Di dalam literatur juga disebutkan dua pola pcayelesaian sengketa, yaitu
the binding adjudicative procedure dan the nonbinding adjudicative procedure.

1. The binding adjudicative procedure, yaitu suatu prosedur penyelesaian
sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak.
Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu

(1) Litigasi,

(2) Arbitrase,

(3) Mediasi-Arbitrase. Dan
(4) Hakim Partikelir.

2. The nonbinding adjudicative procedure, yaitu suatu proses penyelesaian
sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk
tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi
menjadi enam macam, yaitu

(1) Konsiliasi,

(2) Mediasi,

(3) Mini-Trial,

(4) Summary Jury Trial,

(5) Neutral Expert Fact-Finding, dan

(6) Early Expert Neutral Evaluation

12 Roedjiono, Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesasian Sengketa), Makalal\
disajikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata di selenggarakan oleh Fakultas Hukun UGM.
Yogyakarta, 1996, h.3.
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Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh

institusi tersebut. Kaiau the binding adjudicative procedur, putusan yang

dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak,

sedangkan dalam the nonbinding adjudicative procedur, putusan yang dihasilkan

tidak mengikat para pihak. Artinya dengan adanya putusan itu para pihak dapat

menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola

penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau

pemecahan dalam suatu kasus.

1.

Kesepuluh jenis sengketa tersebut dijelaskan dalam sub-subbab berikut ini.
Litigasi
Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa
diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak
dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang
bertentangan.
Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan
kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya, yaitu
1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-
kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat
mempengaruhi hasil dan dapat meniamin ketenteraman sosial;
2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan

masalah dalam posisi pihak lawan;
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. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan

memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar

keterangannya sebelum mengambil keputusan;

. Ligitasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa

pribadi;

. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang

terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya

menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk

ketertiban umum, yang terulang dalam undang-undang secara eksplisit

maupun implisit. Namun litigasi setidak-tidaknya sebagaimana terdapat di

Amerika Serikat, memiliki banyak kekurangan (drawbacks). Kekurangan

litigasi, yaitu:

L

Z,

4.

Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem;
Memerlukan pembelaan (advocasy) atas setiap maksud yang dapat

mempengaruhi putusan;

. Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara,

apakah persoalan materi (substantive) atau prosedur, untuk persamaan
kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta
yang ekstrem dan seringkali marginal;

Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan;



36

5. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para
pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang
sebenarnya;

6. Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan
hubungan para pihak yang bersengketa;

7. Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu
sengketa melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa
kemungkinan alternatif penyelesaian.

Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-
persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat

lebih siap membuat keputusan

Arbitrase
a. Pengertian Arbitrase
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
telah dicantumkan pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian
sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Frank
Alkoury dan Eduar Elkoury, mengartikan arbitrase adalah sebagai:
“Suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak
secara sekarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita
yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana putusan mereka

didasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju
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sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan
mengikat
Kedua definisi arbitrase di atas terdapat perbedaan dau persamaan.
Perbedaannya dapat dikaji dari unsur-unsur yang tercantum dalani kedua
definisi tersebut. Unsur-unsur arbitrase yang tercantum dalam Pasal 1 ayat
(1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu
1) Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum
2) Berdasarkan perjanjian arbitrase.
3) Bentuk perjanjiannya tertulis, dan
4) Disepakati para pihak.
Sedangkan unsur-unsur yaﬁg tercantum dalam definisi Frank
Alkoury dan Eduar Elkoury adalah sebagai berikut:
1) Proses yang mudah atau simpel,
2) Dipilih para pihak secara sukarela,
3) Diputus oleh juru sita, dan
4) Berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut.
5) Para pihak menyetujui putusan sejak semula secara final dan mengikat.
Apabila dibandingkan kedua unsur tersebut di atas tampaklah
bahwa pada definisi yang pertama difokuskan pada ada atau tidak adanya
perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian arbitrase
adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam

suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa,

3 M. Husseyn Umar dan A. Suprayani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase, Prorek
Elips, Jakarta, 1995, h.3
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atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa. Perjanjian arbitrase dibuat pada sebelum dan sesudah
timbulnya sengketa. Sedangkan pada definisi kedua difokuskan pada
proses pelaksanaan dari lembaga arbitrase, yaitu mudah dan simpel. Proses
yang mudah atau simpel adalah suatu proses yang tidak memerlukan
prosedur dan syarat-syarat yang berbelit-belit dan panjang, sebagaimana

yang terjadi dalam perkara litigasi.

Mediasi-Arbitrase (MED-ARB)

Salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa
pertama kali diselesaikan dengan medaisi dan berikutnya bilamana perlu
terhadap isi isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase. Bila
mediasi gagal menyelesaikan sengketa itu, mediator akan memberi saran
kepada para pihak hasil apa yang kira-kira akan diperoleh bila kasus tersebut
diselesaikan melalui arbitrase, tetapi mediator tidak diperkenankan menjadi
arbiter dalam sengketa tesebut. Para pihak sebelumnya harus telah menyetujui
bahwa bila mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa mercka melalui
mediasi, mereka akan menyerahkan sengketanya kepada orang lain atau suatu

panel untuk suatu arbitrase yang mengikat.

Hakim Partikelir (Private Judges)
Pemeriksaan isu-isu tertentu atau keseluruhan sengketa di depan

hakim partikelir, wasit atau magister, harus dengan suatu penunjukan, atas
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dasar persetujuan para pihak. Hakim partikelir, wasit, mendengar dan
menentukan sebagian atau seluruh isu dalam suatu gugatan perdata. Setelah

" persidangan secara partikelir, wasit atau hakim partikelir akan menyerahkan
penemuan-penemuan fakta dan kesimpulan hukumnya secara tertulis kepada
pengadilan yang menunjuknya. Ini semua mewakili pertimbangan/putusan
dari pengadilan yang ditunjuk, yang tidak sama dengan putusan arbitrase, di
situ hak-hak untuk melakukan upaya hukum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
Prosedur ini menyadiakan keluwesan waktu dan pemilihan pembuat
keputusan.

Prosedur ini juga memperbolehkan para pihak untuk menentukan
apakah akan menerapkan ketentuan pembuktian dan prosedur beracara, dan
apakah akan merekam seluruh acara. Tidak sama dengan seorang arbiter,
seorang hakim partikelir disyaratkan menerapkan hukum substantif

sebagaimana apabila sengketa itu dilitigasikan.

Konsiliasi
Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah
konsiliasi. Konsiliasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor
30 Tahun tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 33
ayat (1) Piagam PBB, dan The International Chamber of Commerce (ICC).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian

konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan
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pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan
perselisihan tersebut. Sedangkan menurut Oppenheim, konsiliasi adalah

“Suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada
suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan
fakta- fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan
mengupayakan agar meleka mencapai suatu kesepakatan), membuat
usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak
mcngikat””.

Inti konsiliasi dalam definisi di atas adalah penyelesaian sengketa
kepada sebuah komisi dan keputusan yang dibuat oleh komisi tersebut tidak
mengikat para pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau
menolak isi keputusan.'®

Model konsiliasi yang berkembang di Amerika agak berbeda dengan
yang berkembang di Jepang atau Korea Selatan. Sistem konsiliasi di Amerika
merupakan tahap awal dari proses mediasi, dengan acuan penerapan: apabila
terhadap seseorang diajukan proses mediasi, dan kedudukannya sebagai
Responden maka pada tahap yang demikian telah diperoleh penyelesaian
tanpa melanjutkan pembicaraan, karena pihak Responden dengan kemauan
baik (good-will) bersedia menerima apa yang dikemukakan pihak claimant.
Lain halnya konsiliasi yang dikembangkan di Jepang atau Korea. Konsiliasi

diletakkan dalam suatu koneksitas dengan mediasi dan arbitrase (mediasi-

" Adolf Huala dan A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan
Internasional, Rajawali, Jakarta, 1995, h.186.
** Ibid, h.187.
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konsiliasi-arbitrase). Proses penyelesaiannya dilakukan secara bertahap;

derajat permusuhan yang dapat terjadi sebagai hasil dari litigasi.

Mediasi
a. Pengertian Mediasi
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi
adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa.
Dalam proses pihak ketiga bertindak sebagai penasihat.
Steven Rosenberg, Esq. mengartikan mediasi sebagai:
Method of Dispute Resolution that is voluntary, confidencial
ganeraly, and cooperative. Yang secara bebas diartikan bahwa
mediasi adalah metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara
sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif, tidak ada unsur paksaan.
Jay Folberg mengartikan mediasi sebagai:
“Proses negosiasi yang dibantu secara netral dalam upaya mencapai
konsensus dan penyelesaian sengketa.”
Apabila diperhatikan kedua definisi di atas, ada lima unsur yang
tercantum dalam pengertian mediasi, yaitu
1) Proses negosiasi.
2) Metode penyelesaian masalah,
3) Dilakukan secara sukarela,
4) Dilakukan secara netral,

5) Rahasia,
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6) Kooperatif,
7) Tidak ada unsur paksaan, dan
8) Mencapai konsensus.
Pada dasarnya tujuan mediasi adalah untuk konsensus para pihak
tentang konflik yang timbul di antara para pihak.
. Tujuan dan Manfaat Mediasi
Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar
namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk;
1) Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan,
2) Melenyapkan kesalahpahaman,
3) Menentukan Akepentingan yang pokok,
4) Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan, dan
5) Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun
sendiri oleh para pihak.
Jay Folberg dan Steven Rosenberg mengemukakan manfaat mediasi, yaitu
1) Kontrol terhadap para pihak,
2) Kerahasiaan.
3) Murah,
4) Cepat
5) Fleksibel,
6) Peningkatan hubungan
7) Penyelesaian masalah yang lebih kreatif,
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8) Mengurangi hambatan komunikasi (menjadi pendengar yang aktif-
bahasa netral),

9) Menyclesaikan sengketa bagian demi bagian (membagi-bagi
masalah),

10) Berfokus pada pemecahan masalah (membentuk kembali),

11) Asumsi-asumsi pertanyaan (penelaahan),

12) Perubahan persepsi (mendidik),

13) Menyadarkan dengan diplomatis atas harapan yang tidak riil (agen
kenyataan),

14) Membedakan jabatan dan kepentingan (bagaimana dan mengapa),

15) Memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat (penawaran
berdasarkan kepentingan),

16) Menyelenggarakan pertemuan terpisah (mengadakan rapat),

17) Memaksimalkan pilihan (memperluas alternatif), dan

18) Membantu pihak terkait mengemban tanggung jawab dan menerima
konsekuansinya (pemberdayaan diri sendiri).

Dari berbagai manfaat yang dipaparkan di atas maka manfaat yang
paling esensi dari mediasi adalah murah, cepat, dan komunikasi di antara
para pihak. Karena mediasi ini difokuskan untuk menyelesaikan persoalan

secara damai,



Mini-Trial

Persidangan/pemeriksaan mini merupakan suatu negosiasi terstruktur
yang biasanya berbentuk suatu pertukaran informasi yang tidak mengikat. Hal
ini dilakukan di hadapan suatu panel yang terdiri dari para pihak dan kadang-
kadang seorang penasihat netral yang melaksanakan berbagai fungsi. Setelah
persidangan mini, para wakil pihak-pihak dapat bertanya kepada penasihat
netral mengenai suatu pendapat seperti pada hasil persidangan pada
umumnya. Bilamana kasus tidak terselesaikan, para pihak bebas untuk
memulai lagi dengan proses penyelesaian sengketa yang lain, termasuk
litigasi. Biasanya disepakati bahwa keseluruhan proses akan dilakukan secara

konfidensial.

Summary Jury Trial

Summary jury trial adalah suatu persidangan jury secara summir yang
terdiri dari presentasi singkat para pengacara tentang suatu kasus perdata. Hal
itu dilakukan kepada para juri (dipilih dengan menggunakan cara yang sama
sebagaimana diperlakukan dalam persidangan formal), yang dimohon untuk
memberikan keputusan yang tidak mengikat (advisory). Ini merupakan
kombinasi dari argumentasi pembukaan dan penutupan dengan suatu alasan
tentang pembuktian persidangan yang diharapkan.

Prosedur ini yang secara khas berlangsung satu hari, dirancang untuk
persidangan perkara perdata yang kompleks yang dapat berlangsung selama

seminggu bahkan sebulan. Wakil para pihak dengan kewenangan untuk



45

menyelesaikan kasus biasanya diminta untuk menghadiri persidangan itu.
Setelah putusan yang tidak mengikat itu dinyatakan, para pihak dan penasihat
diberikan kesempatan untuk menanyai juri mengenai keputusan mereka.

Negosiasi-negosiasi penyelesaian diharapkan berlangsung setelah itu.

9. Neutral Expert Fact-Finding

Neutral expert fact-finding adalah penunjukan seorang ahli yang netral
oleh para pihak untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun
tidak, atau bahkan membuat pengarahan materi tersebut secara mengikat.
Pununjukan iri dilakukan sebelum memulai litigasi.

Bilamana suatu sengketa sudah benar-benar dalam litigasi; ahli yang
netral yang ditunjuk oleh pengadilan ataupun oleh pihak-pihak dapat
mengarahkan para pihak untuk melakukan reevaluasi estimasi apa kiranya
yang akan mereka peroleh dan dalam menjembatani/memperpendek

perbedaan-perbedaan di antara mereka.

10. Early Neutral Evaluation
Program ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya serta hambatan-
hambatan dalam melakukan proses litigasi. Di dalam program ini, seorang
praktisi hukum yang handal, netral, berpengalaman, membantu para pihak dan
penasihat, sebelum pemeriksaan pendahuluan, menganalisis isu-isu kritis vang
dipertengkarkan, kebutuhan mereka dalam pemeriksaan pendahuluan,

kekuatan dan kelemahan relatif mereka, nilai keseluruhan dari kasus tersebut.
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sang penilai secara jujur memberikan penilaian terhadap hal-hal itu dan
membantu pihak yang bersengketa menyusun sendiri suatu rencana untuk
berbagai informasi dan atau memimpin pemeriksaan p.ndahuluan yang

bertujuan mengarahkan negosiasi yang serius sesegera mungkin.

B. Arbitrase Merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang
Kontrak Di Tinjau Dari Aspek Hukum Bisnis

Dalam era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling
menonjol adalah “serba cepat” yang mendorong manusia memasuki: “Free
Market” dan “Free Competition”. Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan
transaksi bisnis yang terjadi, | tidak mungkin dihindari terjadinya
perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat pula. Proses atau cara
penyelesaian sengketa bisnis yang sekarang lagi populer adalah Arbitrase.

Perkataan arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa Latin) yang berarti
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya
arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang
arbitrase karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu
majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan
norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya
pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru karena arbiter atau majelis tersebut juga
menerapkan hukum seperti yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

Beberapa sarjana dan peraturan perundang-undangan serta prosedur
Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut.
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Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah: “Penyelesaian atau
pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan
bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh
hakim yang mereka pilih.”'®

HMN. Poerwosutjipio, yang mempergunakan istilah Perwasitan untuk
arbitrase ini, menyatakan bahwa: “Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian,
di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang
dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak
memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi
kedua belah pihak.”"’

| Sementara itu, menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: “Cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur
yang sama, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik
yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga
di luar peradilan umum untuk diputuskan;

2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang
menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini

dalam bidang perdagangan, industri dan keuangan;

'® Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1994, h.1
'7 HMN. Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagany, Pengetahuan Dasar Hukum
Dagang, Djambatan, Jakarta, 1995, h.45.



48

3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final and
binding).
1. Dasar Pertimbangan Memilih Arbitrase
Dalam dunia bisnis tentunya banyak pertimbangan yang mendasari
pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan
yang akan atau mereka hadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan
mereka itu berbeda ditinjau, baik secara teoretis, maupun dilihat secara empiris
yang kenyataannya di lapangan. Ada beberapa alasan dapat dikemukakan,
yaitu sebagai berikut'*
a. Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri
Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu
gugatan melalui pengadilan akan menghabiskan jangka waktu yang relatif
panjang. Hal ini disebabkan karena biasanyz melalui Pengadilan Umum
akan melalui berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila diperoleh
putusan dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), pihak yang merasa tidak
puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga memakan
waktu yang panjang dan berlarut-larut.
b. Proses Cepat
Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase sering kali
lebih cepat atau tidak terlalu formal. dan lehih murah daripada proses litigasi

di Pengadilan. Pada umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan

'* Sudiato, H dan :'acni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Sengketa Bisnis, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, h.35.
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memberikan batas waktu penyelesaian dalam pemeriksaan sengketa.
Contoh: menurut Pasal 48 ayat (1) No. 30 Tahun 1999, pemeriksaan atas
sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari atau enam
bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Kemudian, dalam ayat
(2)-nya ditentukan dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan
arbiter/para arbiter, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
. Dilakukan secara rahasia
Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu

sengketa kepada badan/majelis arbitrase adalah pemeriksaan maupun
pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara
tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaannya.
. Bebas memilih arbiter

Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan
menyelesaikan persengketaan mereka. Jika dalam hal ini para pihak tidak
bersepakat dalam memilih arbiter, maka dalam pasal 13 (1) UU No. 30
Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut.

“Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau

tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, Ketua

Pengadilan Negeri dapat. menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.”

Di samping adanya kemungkinan penunjukan arbiter yang dilakukan
oleb hakim, penunjukan arbiter juga bisa dilakukan oleh badan arbitrase
tertentu. Badan arbitrase yang akan berwenang menentukannya tergantung

pada perjanjian arbitrasenya.



50

e. Diselesaikan oleh ahlinya (expert)

Menyelesaikan perselisihan di pengadilan kadangkala memerlukan
biaya tambahan. Hal ini dikarenakan sering kali dijumpai hakim kurang
mampu menangani kasus/perselisihan yang bersifat teknis, seperti kasus
percarteran kapal dan sebagainya sehingga diperlukan saksi ahli yang
membutuhkan biaya. Saksi ahli ini dapat diperintahkan untuk memberikan
keterangan di bawah sumpah tentang apa saja yang bersifat teknis yang
ingin diketahui oleh hakim guna menyelesaikan kasus yang dia periksa.

Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, saksi ahli tidak mesti
diperlukan karena para pihak yang bersengketa dapat menunjuk ahli untuk
menjadi arbitér, yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.

Dengan demikian, para pibak memilih arbitrase karena mereka
miliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter terhadap
persoalan yang  dipersengketakan, dibandingkan jika mereka
menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri.

f. Merupakan putusan akhir (final) dan mengikat (binding)

Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan binding (tidak
ada upaya untuk banding). Namun, apabila hukum yang berlaku dalam
yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase
melalui pengadilan, pengadilan harus mengesahkannya dan tidak berhak
meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut.

g. Biaya lebih murah
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Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya
administrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur
arbitrase dibuat sesederhana mungkin dan tidak terlalu formal. Di samping
itu, para arbiter adalah para ahli dan praktisi di bidang atau pokok yang
dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan
yang cepat dan objektif. Hal ini tentunya menghemat biaya jika
dibandingkan dengan melalui pengadilan.

h. Bebas memilih hukum yang diberlakukan

Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang
ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjuan. Khusus dalam
kaitannya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak
yang bebas memilih hukum ini, berkaitan dengan teori Pilih Hukum dalam
Hukum Perdata International (HPI). Hal ini karena masing-masing negara

mempunyai HPI tersendiri.

2. Lembaga Arbitrase
Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase
adalah “badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang
ditunjuk oleh pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan
penyelesaiannya melalui arbitrase”.
Lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase

institusional. Jenis lembaga arbitrase ad hoc sering kali disebut “arbitrase
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volunter” karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk
menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian,
kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc hanya bers.fat “insidentil”, untuk
menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaannya hanya untuk satu kali
penunjukan. Sementara itu, lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau
badan arbitrase yang bersifat permanen. Karena arbitrase institusional ini

bersifat permanen. Karena arbitrase institusional ini bersifat permanen, Pasal 1

ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebut jenis lembaga ini “Permanent

Arbitral Body”.

Ciri dari lembaga arbitrase institusicnal ini, yang dapat pula dikatakan
sebagai perbedaannya dengan lembaga arbitrase ad hoc, adalah sebagai berikut.
a. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk bersifat permanen/selamanya,

sedangkan arbitrase ad hoc sifatnya sementara dan akan bubar setelah
perselisihan selesai diputus.

b. Arbitrase institusional sudah ada / sudah berdiri sebelum suatu perselisihan
timbul, sedangkan arbitrase ad hoc didirikan setelah perselisihan timbul oleh
pihak yang bersangkutan.

c. Karena bersifat permanen/selamanya, arbitrase institusional didirikan
lengkap dengan susunan organisasi, tata cara pengangkatan arbiter dan tata
cara pemeriksaan perselisihan yang pada umumnya tercantum dalam
anggaran dasar pendirian lembaga tersebut, sedangkan pada arbitrase ad hoc
tidak ada sama sekali.
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Arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional dan ada pula yang
bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional karena pendiriannya hanya
untuk kepentingan baungsa dari negara yang bersangkutan. Sementara itu,
dikatakan bersifat internasional karena merupakan pusat penyelesaian
persengketaan antara pihak yang berbeda kewarganegaraan.

Beberapa lembaga arbitrase bersifat nasional maupun international yang
dikenal adalah:

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);

c. The International Centre for Settlement of Invesment Disputes (ICSID)

d. The Court of Arbitrasetion of The International Chamber of commerce

(ICC).

. Ruang Lingkup Arbitrase

Ruang lingkup arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999, jika dilihat dari
pengertian arbitrase sebagaimana yang telah dikutip, ternyata cukuplah luas,
yaitu semua jenis sengketa dalam bidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya
yang bisa diselesaikan secara arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang
bisnis, sengketa-sengketa di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, sepanjang
sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai
oleh para pihak. Ada pun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah bak-hak

yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau
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kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak,

pengakuan anak, penetapan wali, pengampuan dan-lain-lain.

. Dasar Hukum Berarbitrase

Dasar hukum berarbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan
seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik
dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Dasar hukumnya
tersebut adalah:

1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Umum;

2. UU No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang
Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai
Penanaman Modal;

3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi
New York 1958;

4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih

lanjut tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

. Perjanjian Arbitrase
Perjanjian arbitrase yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana dan
kapan perjanjian arbitrase tersebut dibnat. Secara teoretis bentuk perjanjian

arbitrase itu dikenal dengan istilah sebagai berikut.
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1. Akta kompromitendo adalah suatu klausula dalam perjanjian pokok di
mana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan
perselisihannya kepada seorang atau majelis arbitrase. Akta
kompromintendo atau disebut juga pactum de compromitendo ini hanya
merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
perjanjian pokok. Dengan demikian, pactum de compromitendo ini telah
dibuat sebelum terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, jenis ini sering
kali disebut juga dengan klausula arbitrase, dan umumnya dibuat
bersamaan atau bersatu dengan perjanjian pokok.

2. Akta kompromis adalah perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya
perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang
telah terjadi itu kepada seorang atau beberapa orang arbiter untuk
diselesaikan. Akta kompromis harus dibuat dalam bentuk tertulis yang
harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau bisa juga dibuat di
depan notaris.

Masing-masing klausula tersebut, baik pactum de compromitendo
maupun akta kompromis, mempunyai keuntungan dan kelemahan.

Patum de compromitendo, seperti yang telah dikemukakan, dibuat
bersamaan dengan perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, menyerahkan
permasalahan sengketa pada arbitrase lebih mudah.

Adapun kelemahan dari klausula ini terletak pada tidak diketahuinya
dengan pasti pokok sengketa apa yang akan terjadi sehingga sulit untuk

menunjuk arbiter yang sesuai keahliannya dengan pokok yang disengketakan.
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Karena akta kompromis dibuat setelah terjadinya sengketa yang
menyangkut pelaksanaan perjanjian, maka sudah dapat ditentukan
permasalahan yang harus atau akan diselesaikan melalui arbitrase. Jugza dengan
akta kompromis ini sudah bisa ditentukan arbiter-arbiter yang akan dipilih.
Namun, kelemahan dari akta kompromis adalah karena sengketa telah terjadi,
para pihak telah dapat mengetahui posisi masing-masing dalam sengketa
tersebut atau dengan kata lain, akan sulit diperoleh persetujuan di antara kedua
belah pihak untuk menyelesaikan kasus mereka melalui arbitrase. Justru bisa
jadi pihak akan diajukan ke pengadilan karena para pihak atau salah satu pihak
telah mengetahui dan merasa bahwa dengan membawa perselisihan tersebut ke

pengadilan, akan lebih menguntungkan bagi mereka.

. Prosedur Arbitrase
Bila telah terjadi perselisihan yang penyelesaiannya disepakati untuk
diselesaikan melalui arbitrase, prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai
berikut.
a. Permohonan Arbitrase
Tahap pertama berarbitrase harus dimulai dengan mengajukan
permohonan arbitrase. Pada surat permohonan itu harus dilampirkan salinan
naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan
sengketa kepada arbiter/majelis arbitrase (akta kompromis); atau perjanjian

yang memuat klausula bahwa sengketa yang akan timbul dari perjanjian
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tersebut akan diputus oleh arbiter/majelis arbitrase (Pactum de
Compromitendo).

Dalam suar permohonan paiing tidak harus memuat (Pasal 38 UU No.

39 Tahun 1999):

1) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;

2) Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti;
dan

3) Isi tuntutan yang jelas.

Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juru kausa (penerima
kuasa), surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus
dilmpﬁkm pula. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon dapat
menunjuk (memilih) seorang arbiter, atau menyerahkan penunjukan arbiter
itu ke pada lembaga arbitrase yang dipilih.

. Para Pihak tidak Menunjuk Arbiter

Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka oleh Ketua
lembaga arbitrase yang dipilih akan menunjuk (membentuk) suatu tim yang
terdiri atas tiga orang arbiter yang akan memeriksa dan memutus
sengketanya. Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan mudah, akan
ditunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutusnya.

. Proses Pemeriksaan dan Tenggang Waktu yang Diperlukan

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu

perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara (proses

pemeriksaan) arbitrase yang dipergunakan dalam persidengan sepanjang
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tidak bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 1990 tersebut. Demikian juga,
para pihak menentukan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya
pemeriksaan/persidangan, termasuk arbiter atau majelis arbitrase yang akan

memutuskan.

7. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Dalam membicarakan pelaksanaan putusan arbitrase akan dibedakan cara
pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.
Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase
nasional, dapat dilihat dari patokan berikut ini.
a. Faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan
Dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu
dikeluarkan di wilayah negara Republik Indonesia.
b. Aturan yang dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan
Dalam hal ini meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia,
kemudian para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga negara
Indonesia, tetapi aturan yang dipergunakan adalah aturan internasional
(misalnya Rules ICC), putusan arbitrase ini merupakan putusan arbitrase
internasional (asing). Jadi suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase
nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan mempergunakan
aturan yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang

berselisih.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menentukan suatu
putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase nasional apabila putusan tersebut
memenuhi dua syarat atau patokan tersebut di atas.

Sementara itu, putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958, yaitu “Arbitral
award made in territory of state other than the state where the recognition an
enforcement of such award are sought.” Jadi putusan arbitrase internasional
merupakan putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan
pelaksanaannya di luar negeri.

Dasar hukum eksekusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan
dalam Pasal 59 dan seterusnya dari UU Nomor 30 Tahun 1999, sedangkan
dasar hukum eksekusi putusan arbitrase internasional diatur dalam konvensi
New York 1958 yang oleh negara Republik Indonesia telah diratifikasi dengan
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, dan juga dalam konvensi ICSID
1968 yang diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun
1968. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan arbitrase asing ini diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui
dengan UU Nomor 30 Tahun 1999.

a. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional
Instansi atau perjabat yang berwenang untuk melaksanakan atau
mengeksekusi putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri, sedangkan
majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak

memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi
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(pelaksanaan putusan). Ketidakadaan kewenangan majelis arbitrase ini

disebabkan karena majelis tersebut tidak bersifat yudisial, dan tidak

mempunyai perangkat juru sita yang bertugas melaksanakan eksekusi.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional,

ada beberapa tahap yang akan dilalui, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1

2)

Pendaftaran Putusan Arbitrase

Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa tahap pertama
yang harus dilaksanakan dalam rangka eksekusi putusan arbitrase
adalah tahap pendaftaran/penyimpanan atau yang disebut dengan istilah
“deponir” pada Pengadilan Negeri dalam wilayah putusan tersebut
dikeluarkan. Kewajiban mendaftarkan harus dilakukan paling lambat
tiga puluh hari terhitung sejak tanggal putusan diucankan. Dan yang
berkewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut adalah:

(1) salah seorang anggota arbiter, atau

(2) seorang kuasa untuk dan atas nama para anggota arbiter.

Semua biaya yang menyangkut pendaftaran ini, sesuai dengan
ketentuan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 di atas, ditanggung oleh
para pihak yang bersengketa sendiri, bukan arbiter.

Permohonan Eksekusi

Makna/pengertian eksekusi adalah permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan.
Dengan demikian, tahap kedua adalah mengajukan permohonan
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eksekusi, yaitu permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar

dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase.

Perintah eksekusi akan diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga

puluh hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera

Pengadilan Negeri (Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999). Dan

selama waktu tersebut, sebelum perintah eksekusi dikeluarkan Ketua

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu, apakah

putusan arbitrase itu sah atau tidak.

Dikategorikan sebagai putusan arbitrase yang sah apabila:

(1) penyelesaian perselisihan tersebut memang disepakati oleh para
pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase;

(2) putusan yang dimintakan eksekusi tersebut adalah putusan arbitrase
yang menyangkut perselisihan bidang perdagangan dan mengenai
hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan
dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

b. Pelak Putusan Arbitrase Internasional
Sama halnya dengan pelaksanaan putusan arbitrase nasional,
pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini pun melalui proses yang
sama, yaitu tahap pendaftaran, lalu baru kemudian eksekusi.
Dalam Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “yang
berwenang menangani masalah pengakuan dalam pelaksanaan putusan
arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”
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Namun demikian, tidak semua putusan arbitrase internasional dapat

diakui atau dilaksanakan di Indonesia tanpa memandang dari negara mana

putusan tersevut dikeluarkan. Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1990

menentukan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui dan dapat

dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

Putus arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis
arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada
perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Ini yang
disebut asas reciprositas.

Putusar: arbitrase internasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf (a),
terbatas pada putusan menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk
dalam ruang lingkup hukum perdagangan

Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak
bertentangan dengan ketertiban umum.

Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah
memperoleh eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan arbitrase internasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak

dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekusi
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dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk keperluan pendaftaran ini, dokumen yang diperlukan adalah:
Lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase internasional, sesuai
ketentuan perihal autentisitas/legalisasi dokumen asing dan naskah
terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;

Lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi Dasar
putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal autentisitas
dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa
Indonesia;

Keterangan dari perwakilan diplomatik Republix Indonesia di negara
tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang
menyatakan bahwa negara pemohon terikat dengan perjanjian, baik
secara bilateral dan multilateral dengan negara Republik Indonesia

perihal pengakuan dan pelaskanaan putusan arbitrase internasional.



BAB 1V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada

bab-bab

terdahulu, terutama pembahasan yang berhubungan dengan

permasalahan. Maka pada bab IV penulis mencoba menarik suatu kesimpulan

sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak Di Tinjau Dari

Aspek Hukum Bisnis

Apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR

d:bagi menjadi lima cara, yaitu

8

2.

Konsultasi,

Negosiasi,

. Mediasi,

Konsiliasi, atau
Penilaian ahli.

Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa,

yaitu the binding adjudicative procedure dan the nonbinding adjudicative

procedure.

1. The binding adjudicative procedure, yaitu suatu prosedur penyelesaian

sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para
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pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat
macam, yaitu

(1) Litigasi,

(2) Arbitrase,

(3) Mediasi-Arbitrase. Dan

(4) Hakim Partikelir.

2. The nonbinding adjudicative procedure, yaitu suatu proses
penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau
orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa
dengan cara ini dibagi menjadi enam macam, yaitu
(1) Konsiliasi,

(2) Mediasi,

(3) Mini-Trial,

(4) Summary Jury Trial,

(5) Neutral Expert Fact-Finding, dan
(6) Early Expert Neutral Evaluation
. Arbitrase Merupakan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang
Kontrak Di Tinjau Dari Aspek Hukum Bisnis

Dalam dunia bisnis tentunya banyak pertimbangan yang mendasari

pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian
perselisihan yang akan atau mereka hadapi. Ada beberapa alasan dapat
dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

a. Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri
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